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kendala dalam proses penatausahaan dan administrasi BMD, khususnya terkait
pemahaman aparatur terhadap prosedur pengelolaan aset daerah. Kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan
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Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan
melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyampaian materi pelatihan, diskusi
interaktif, simulasi pengelolaan administrasi BMD, serta pendampingan teknis
kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman
aparatur terkait mekanisme pengelolaan BMD, mulai dari pencatatan,
inventarisasi, pelaporan, hingga penatausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang
berlaku. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama
pelaksanaan kegiatan dan mampu memahami pentingnya tertib administrasi
dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia aparatur serta mendorong terwujudnya tata kelola aset
daerah yang lebih profesional dan akuntabel.
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PENDAHULUAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian integral dari tata

kelola pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Barang Milik Daerah tidak hanya dipandang
sebagai aset pemerintah semata, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang harus
dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan BMD yang baik
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akan berdampak pada optimalisasi pelayanan publik, peningkatan efisiensi penggunaan
anggaran, serta mendukung terciptanya good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah masih
menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait tertib administrasi aset. Beberapa
kendala yang sering ditemukan meliputi kurangnya pemahaman aparatur mengenai
prosedur penatausahaan BMD, ketidaksesuaian pencatatan aset, lemahnya inventarisasi
barang, serta keterbatasan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam pengelolaan
administrasi aset daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan
administrasi, ketidaktepatan laporan aset, hingga rendahnya akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu daerah otonom juga
menghadapi tantangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam
meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah terkait tata kelola aset. Oleh karena
itu, diperlukan upaya strategis yang dapat membantu aparatur memahami mekanisme
pengelolaan dan penatausahaan BMD secara lebih komprehensif. Salah satu langkah yang
dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pelatthan dan pendampingan teknis.

Pelatithan dan pendampingan teknis merupakan bentuk kegiatan edukatif yang
bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami prosedur administrasi
aset daerah sesuai regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, aparatur diharapkan
mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pencatatan, inventarisasi,
pelaporan, dan pengawasan Barang Milik Daerah secara tertib dan sistematis. Selain itu,
kegiatan pendampingan juga dapat menjadi sarana konsultasi dan pemecahan masalah
terkait kendala yang dihadapi dalam proses penatausahaan aset daerah.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bentuk
kontribusi akademisi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
Kegiatan in1 difokuskan pada pelatthan dan pendampingan teknis bagi aparatur
pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mendorong terciptanya tertib
administrasi aset daerah.

Tujuan dari kegiatan PKM in1 adalah untuk meningkatkan pemahaman dan
kompetensi aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan dan penatausahaan Barang
Milik Daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola aset yang lebih tertib, efektif, dan
akuntabel. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu aparatur dalam memahami
pentingnya administrasi aset daerah sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan
keuangan pemerintah daerah.

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kabupaten

Kepulauan Tanimbar dengan sasaran utama aparatur pemerintah daerah yang memiliki
tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif guna
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meningkatkan pemahaman peserta terhadap tata kelola aset daerah. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait
pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, tim pelaksana
melakukan identifikasi kebutuhan peserta terkait permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Tahap persiapan juga meliputi
penyusunan materi pelatithan, penyiapan perangkat administrasi kegiatan, serta
penentuan jadwal pelaksanaan.
2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan
Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya
jawab. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar pengelolaan Barang Milik
Daerah, regulasi terkait penatausahaan aset daerah, prosedur pencatatan dan
inventarisasi barang, serta mekanisme pelaporan aset daerah. Penyampaian materi
dilakukan secara interaktif agar peserta dapat memahami materi dengan lebih baik.
3. Tahap Pendampingan Teknis
Setelah pelaksanaan pelatihan, peserta diberikan pendampingan teknis terkait
implementasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Pendampingan
dilakukan melalui simulasi pencatatan aset, konsultasi teknis, serta pembahasan kasus-
kasus yang sering ditemukan dalam pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah
daerah.
4. Tahap Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi
yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi akhir, umpan balik peserta,
serta observasi terhadap kemampuan peserta dalam memahami proses administrasi dan
penatausahaan Barang Milik Daerah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini
diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam
pengelolaan aset sehingga tercipta tertib administrasi Barang Milik Daerah yang lebih
baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pelatthan dan pendampingan teknis pengelolaan serta
penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjalan dengan
baik dan mendapat respons positif dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur
pemerintah daerah yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah dengan tugas
yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya
pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan
pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan aset daerah yang baik
merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas sektor publik dan tata kelola
pemerintahan yang efektif. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada konsep tertib
administrasi aset, mekanisme pencatatan barang, inventarisasi aset, serta pelaporan
Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan

JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | 228



Siaila et al. - Volume 4 Nomor 3 (2026) : 226 - 231

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan
bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan secara tertib administrasi, tertib
fisik, dan tertib hukum. Dalam proses penyampaian materi, peserta menunjukkan
antusiasme yang tinggi dengan aktif mengikuti diskusi dan mengajukan berbagai
pertanyaan terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya masih
mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi aset daerah, terutama
terkait pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah. Beberapa peserta juga
mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman teknis sering menyebabkan
ketidaksesuaian data aset dan keterlambatan penyusunan laporan administrasi barang.

Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis ini, peserta memperoleh
pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengelolaan BMD secara sistematis.
Sutrisno (2019) menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia
melalui pelatihan dapat membantu meningkatkan kemampuan kerja dan pemahaman
teknis aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Pendampingan teknis yang dilakukan
melalui simulasi dan pembahasan studi kasus membantu peserta memahami langkah-
langkah penatausahaan aset daerah secara lebih praktis. Peserta juga mulai memahami
pentingnya ketelitian dalam pencatatan aset guna mendukung akurasi data dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain meningkatkan pemahaman teknis peserta, kegiatan ini juga memberikan
dampak positif terhadap kesadaran aparatur mengenai pentingnya tertib administrasi
Barang Milik Daerah. Yusuf (2020) menyatakan bahwa penatausahaan aset daerah yang
tertib akan mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan aset. Administrasi aset yang tertib tidak hanya berfungsi sebagai
bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung
transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kegiatan pendampingan teknis juga menjadi ruang konsultasi bagi peserta untuk
menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan aset daerah.
Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain terkait inventarisasi barang, pengkodean
aset, mekanisme pelaporan, serta koordinasi antarbagian dalam pengelolaan Barang Milik
Daerah. Dengan adanya diskusi dan konsultasi tersebut, peserta memperoleh solusi dan
pemahaman yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam
penatausahaan aset daerah.

Secara umum, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam
meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pelatthan dan pendampingan teknis yang dilakukan mampu membantu aparatur
memahami tata kelola aset daerah secara lebih baik sehingga diharapkan dapat mendorong
terciptanya sistem administrasi Barang Milik Daerah yang lebih tertib, efektif, dan
akuntabel.
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Gambar 1. Kegiatan Pengabian kepada Masy_arakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan
teknis pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan
Tanimbar berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi aparatur pemerintah
daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terkait pencatatan,
inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sehingga dapat mendukung tertib
administrasi aset daerah. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran aparatur
mengenai pentingnya pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel dalam mendukung
tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan dan
pendampingan teknis diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna
meningkatkan kapasitas aparatur serta mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah
yang lebih efektif dan profesional.
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